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PERATURAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

. a.

WALI KOTA BOGOR,

bahwa Pelimpahan Kewenangan Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan
Pemerintah Kota Bogor telah ditetapkan
berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan
Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota
Bogor sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 44

Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 1 Tahun
2017 tentang Pelimpahan Kewenangan
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di
Lingkungan Pemerintah Kota Bogor;



Mengingat

b. bahwa berkenaan dengan adanya Keputusan

. 1.

Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5777
Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa
Ketentuan Peraturan Daerah Kota Bogor
Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Menara, Peraturan Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor
13 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara
Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal,
Peraturan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2017
tentang Pedoman dan Tata Cara

Pengendalian Pelaksanan Penanaman Modal,
dan dalam rangka pengoptimalan
pelaksanaan pelayanan di bidang perizinan
dan non perizinan kepada masyarakat, maka
Peraturan Wali Kota Bogor sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu diganti dan
disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali
Kota;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982
tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1982
Nomor 7);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi,
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara  Republik

Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002

tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134);



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 78);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004
tentang Praktek Kedokteran (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4431);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674)
sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009
tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4966 );

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 5038);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan  Pengelolaan
Lingkungan  Hidup  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang  Kesehatan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014
tentang Perindustrian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014
tentang Perdagangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5697);



